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ABSTRAK
Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULASI PERUNDANG-
UNDANGAN PIDANA MENGENAI CYBERSEX DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN KESUSILAAN. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi tindak pidana
cybersex ditinjau dari perundang-Undangan di Indonesia lalu menganalisis
kelemahan-kelemahan formulasi tindak cybersex dalam upaya menanggulangi
tindak pidana cybersex di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan
penelitian asas-asas hukum untuk m ngu1| kebuakan penal pollcy di Indonesia

“Bahan hukum primer dan
menggunakan studi

penelitian ini adak
bahan hukum sku

kepustakaan. | ' £

Berdasark itidn mbahaéﬁdapa ‘disimpulkan bahwa.
Cybersex difogmulasi J 1 iCkdi Indonesia yang
meliputi KU 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan ng ‘n’--c Indonesia Nomor 32
Tahun 2002 te Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pe Perdagangan Orang, Undang-

entang Informasi dan
ia jenis baru di dalam

policy di Indonesia denga h i Internasiofial agar dapat mengakomodasi dan
menjerat tindak pidana cybersex secara maksimal.mengingat tindak pidana
cybersex, tempus dan locus de licti terjadi di dalam cyberspace.bersifat
transnasional tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu.

Kata Kunci : Formulasi perundang-undangan pidana, cybersex, kelemahan-
kelemahan, pembaharuan, harmonisasi kebijakan penal policy di indonesia
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ABSTRACT

Adnan Bhisma Rizaldy, E0009006. 2014. FORMULATION OF CRIMINAL
LEGISLATION FOR THE PREVENTION OF CRIME CYBERSEX
DECENCY. Law faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out formulated using the positive law in
Indonesian then given steps to tackle the crime of cybersex in Indonesian.

This study belonged to a normative law research using normative research
legal principles to examine policies in Indonesian penal policy in reaching the
crime of cybersex. The research aproach using the Statute approach case

data consisting of primér :
materials collection tec

Criminal Code, tl
Protection, Law
Broadcasting 4
Eradication T
Year 2008 on ||

cy above there are

ssary reforms and

i international law in
ate en ina se#in maksimal.mengingat

cybersex cybersex criminglh s™and” locus de licti occur in

cyberspace.bersifat transnati W being. li

time.

Keywords: Formulation of criminal law, cybersex, weaknesses, reform, policy
harmonization penal policy in Indonesia
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